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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik perbedaan harga antara layanan makan di
tempat (dine-in) dan dibawa pulang (take-away) pada rumah makan di Kota
Padangsidimpuan dalam perspektif ekonomi syariah. Latar belakang penelitian
didasari oleh fenomena keluhan konsumen terkait perbedaan harga yang dinilai
tidak adil dan kurang transparan, yang berpotensi mempengaruhi kepuasan serta
loyalitas pelanggan. Tujuan dari penclitian ini adalah untuk menganalisis apakah
praktik tersebut melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, serta bagaimana
penerapan akad bai* (jual beli) dan ijarah (sewa jasa) dapat diterapkan secara tepat
dalam konteks bisnis kuliner kontemporer. Metode yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara langsung terhadap konsumen dan observasi di beberapa rumah makan
di Padangsidimpuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan harga antara
dine-in dan take-away tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama
disampaikan secara transparan dan tidak mengandung unsur penipuan (gharar)
maupun ketidakadilan (zulm). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis
penerapan akad bai ' dan ijarah dalam bisnis kuliner modern, yang selama ini jarang
dikaji secara spesifik dalam literatur ekonomi syariah lokal. Kontribusi praktis dari
penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan harga yang sesuai dengan
prinsip syariah, di antaranya melalui edukasi konsumen, transparansi harga, serta
penyesuaian pelayanan berdasarkan jenis layanan. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi acuan bagi pelaku usaha kuliner di daerah-dacrah yang memiliki nilai
sosial keagamaan tinggi, seperti Padangsidimpuan, dalam mencrapkan strategi
bisnis yang adil, etis, dan sesuai syariah.

Kata Kunci : take away, dine in, hukum ekonomi Syariah, rumah makan



Abstract

This study examines the practice of price differences between dine-in and
take-away services at restaurants in Padangsidimpuan City from a sharia
economics perspeclive. The background of this study is based on consumer
complaints regarding price differences thal are considered unfair and lacking
transparency, which have the potential to affect customer satisfaction and loyalty.
The purpose of this study is to analyze whether this practice violates the principles
of muamalah in Islam, as well as how the application of bai' (sale and purchase)
and ijarah (service rental) contracts can be properly applied in the context of
contemporary culinary businesses. The method used is a descriptive qualitative
approach with data collection techniques through direct interviews with consumers
and observations at several restaurants in Padangsidimpuan. The results of the
study show that the price difference befween dine-in and take-away is not contrary
to shavia principles, as long as it is communicated transparently and does not
contain elements of deception (gharar) or injustice (zulm). The novelty of this study
lies in the analysis of the application of bai* and ijarah contracts in the modern
culinary business, which has rarely been specifically studied in local sharia
economics literature. The practical contribution of this research is to provide
pricing policy recommendations that are in line with sharia principles, including
through consumer education, price transparency, and service adjustments based
on service type. This research is expected to serve as a reference for culinary
businesses in areas with high religious and social values, such as
Padangsidimpuan, in implementing fair, ethical, and sharia-compliant business
sirategies.

Keywords: take away, dine in, Sharia economic law, restaurant
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1.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf | Nama Huruf
Huruf Latin Nama
Arab Latin
l Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
= Ba B Be
D Ta T Te
& sa § es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
5 Zal v zet (dengan titik di atas)
2 Ra R Er
J Zai Z Zet
o= Sin S Es
s Syin Sy Es dan ye
e sad 5 es (dengan titik di bawah)




L dad d de (dengan titik di bawah)
s ta t te (dengan titik di bawah)
L za 7 zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain Koma terbalik di atas

& Gain G Ge

s Fa F Ef

T Qaf Q Ki

el Kaf K Ka

J Lam E: El

& Mim M Em

g Nun N En

Iy Wau W We

o Ha H Ha

e Hamzah o Apostrof

s Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:



3.

Nama Huruf
Tanda Huruf Latin Nama
Latin
— fathah A A
- Kasrah I I
3 dommah U U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai

berikut:
Tanda dan Nama Huruf
Huruf Latin Nama
Huruf Latin
6 | fathah danya Ai a dan i
s fathah dan wau Au adanu

c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya

berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Nama Huruf
Tanda Huruf Latin Nama
Latin
it fathah dan alif A A
15 kasrah dan ya I I
3 ¢©  |dommah dan wau U U
Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.




a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atanu mendapat harakat
fathah, kasrah dan dommabh, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati yaituTa Marbutah yang mati atau mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu: J! . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah.
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung diikuti kata sandang itu.



6.

TI-

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gqamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,

karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal,
namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
capital tidak dipergunakan.

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena

itu keresmian pedoman fransliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Jual beli makanan ada beraneka ragam, ada makanan yang belum
diolah (mentah) dan ada juga makanan yang sudah diolah (matang). Dengan
adanya perkembangan zaman saat ini memulai bisnis kuliner, memesan
makanan atau bisa juga Take away saat ini sangatlah cukup mudah.
Pembisnis juga memainkan inovasi dan kreativitas yang berkaitan dalam hal
proses. Pada prinsipnya semua konsumen memilih prosedur tersebut yang
nyaman dan tidak banyak memakan waktu.'

Kepraktisan dalam memesan dan pembayaran membuat pengusaha
rumah makan memanfaatkan penawaran jasa pengantaran yang berbasis
online ataupun ambil sendiri langsung ke tempat dengan memesan dulu
sebelumnya atau tanpa harus makan di tempat (dine in) bisa juga dibungkus
atau dikenal dengan konsep take away suatu konsep pembelian di luar yang
bisa mengkonsumsinya tidak harus di tempat pembelian dan sering kali
produk take away dikonsumsi dengan membawa pulang.”

Dine in disebut sebagai "makan ditempat". Pilihan makan di tempat
tersedia jika pergi ke kafe atau restoran dengan tujuan makan di sana secara

langsung. Semua penawaran pada umumnya produk makanan yang

' Hari Gunawan Senjaya, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian
Masakan Jepang di Hayashi Teppan. E-Journal Graduate Unpar. Vol. 1, No. 2. 208, 2014, hal. 6,

? Gavin Turrell.& Katrina Giskes, Socioeconomic Disadvantage and The Purchase of
Takeaway Food: A Multilevel Analysis. Appetite.Vol. 51, No. 02, 69, 2008. Hal. 20.



menyediakan fasilitas dine in atau makan ditempat kepada konsumen dan
juga melayani take away jika diinginkan.

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah® sering
menyinggung dua macam istilah yaitu: Kompensasi yang setara dan harga
yang setara. Dia berkata : "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir
oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan". Di manapun, ia
membedakan antara dua jenis harga : Harga yang tak adil dan terlarang serta
harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu
sebagai harga yang adil.

Proses pembentukan harga tidak hanya dilakukan oleh salah satu
pihak, melainkan harus melalui berbagai proses yang melibatkan berbagai
pihak, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan kehendak pasar dan
saling menguntungkan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa
harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang
berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.*

Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang sesuai
dengan mekanisme yang sedang berlaku.® Harga yang lebih mahal di suatu
tempat makanan atau resto dengan harga umum oleh sebagian orang sudah
dianggap sesuatu yang wajar, sesuatu hal yang wajar belum tentu benar

menurut Syari’at Islam.

A Tbnu Taimiyah, A/-Hishah fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Sya‘b), hlm. 25,
4 Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Sya'b), hlm. 23-25,
5 Asrin dan Rizky Amelia, Tinjauan Hukum Muamalah (jual beli) Terhadap Perbedaan

Harga Jual Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019,

Hlm. 8.



Di dalam hukum Islam penetapan harga ini dikenal dengan Al-tas 'ir
Al-Jabari (=) secara etimologi kata as-si ‘v (_us=)l =harga) yang berarti
penetapan harga. Sedangkan al-jabari (s _»>)) berarti secara paksa. Dalam
figh Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu
barang yaitu ats-tsaman dan as-si'r.

Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat,
seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan,
pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar
merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal
barang tersebut langka dipasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya
pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas
yang ditentukan oleh syariah, sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan
tercipta kemaslahatan manusia.®

Adapun sebab yang lain yaitu dikarenakan pemilik rumah makan
tersebut merupakan orang yang beragama Islam, yang seharusnya mereka
tahu tentang tata cara bagaimana bermu'amalah yang baik dan benar
sehingga tidak mengandung unsur ketidaljelasan. Pemilik rumah makan
yang beragama Islam seharusnya memahami dan menerapkan prinsip-
prinsip mu’amalah yang sesuai dengan syariat, yaitu transaksi yang jelas,
jujur, dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). Oleh karena itu,

praktik yang masih mengandung ketidakjelasan menunjukkan adanya

& M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), him.
65.



ketidaksesuaian antara pcngetahuan yang seharusnya dimiliki dengan
praktik yang dilakukan, sehingga perlu adanya perbaikan agar sesuai
dengan ketentuan Islam,

Dengan hal ini jika melihat praktik di lapangan, adanya perbedaan
harga terhadap makanan di beberapa rumah makan yang membedakan harga
Dine In dengan take away seperti contoh pada rumah makan pekalongan
harga nasi ayam = Rp. 20,000 (dine-in), dan Rp. 15.000 (Take-away).

Dalam jual beli makanan tersebut terdapat sesuatu yang kurang
transparansi, karena rumah makan tersebut menjual makanannya dengan
cara tidak mencantumkan perbedaan harga makanan dine in dan fake away
yang dijualnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung unsur
penyamaran atau ketidakjelasan, padahal dalam transaksi jual beli
diharuskan adanya transparansi harga sehingga pembeli mengetahui harga
barang yang hendak dibelinya.”

Berdasarkan uraian diatas, penulis berargumen bahwa ada beberapa
hal yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian di beberapa rumah
makan tersebut yang ramai dikunjungi berbagai macam pembeli, jual beli
tersebut juga tergolong jual beli yang kurang transparan karena tidak adanya
pencantuman perbedaan harga harga makanan take away dan dine in pada
menu makanan yang dijualnya sehingga membuat para pelanggan merasa

kebingungan dengan harga makanan yg di jual di rumah makan tersebut.

70.

? M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), him.,



Dengan uraian yang telah di paparkan di atas permasalahan ini layak
untuk di teliti dan dikaji untuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis
Hukum Ekonomi Syariah pada Perbedaan Harga Dine-in dan Take-Away
(Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidimpuan)

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas,
maka terdapat fokus masalah penelitian yang diajukan, yaitu : “bagaimana
prinsip hukum ekonomi Syariah terhadap rumah makan yang memiliki
perbedaan harga layanan dine-in dan take-away.

C. Batasan Istilah

Dalam hal ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami
pembahasan dan menghindari kesalahpahaman serta menimbulkan
kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-
istilah yang terdapat dalam penelitian ini sehingga memudahkan pembaca
untuk mengetahui istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini.

1. Dine-in
Dine in adalah istilah yang digunakan di sebuah tempat
makan (restaurant & café) yang menandakan bahwa customer yang
adatang ingin makan di tempat (saat itu juga).® Yaitu ketika
pelanggan memilih untuk menikmati hidangan langsung di lokasi

restoran, bukan membawanya pulang. Pilihan ini biasanya

" Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia
{Iakarta: Pusat Bahasa, 2023 Him. 1210,



ditawarkan bersamaan dengan opsi lain seperti fake-away (dibawa
pulang) atau delivery (diantar ke lokasi pelanggan). Dengan
demikian, dine-in menjadi tanda bahwa konsumen ingin menyantap
makanan di tempat yang telah disediakan oleh pihak restoran.
Dalam praktiknya, konsep dine-in memberikan pengalaman
yang lebih lengkap bagi pelanggan dibandingkan dengan sekadar
membeli makanan untuk dibawa pulang. Saat makan di tempat,
pelanggan tidak hanya menikmati cita rasa makanan, tetapi juga
merasakan suasana, pelayanan, dan kenyamanan yang ditawarkan
oleh restoran. Banyak restoran dan kafe yang sengaja menata
interior, pencahayaan, serta musik untuk menciptakan suasana yang
menyenangkan dan membuat pelanggan betah berlama-lama.
Selain im, piliban dine-in juga memiliki nilai sosial yang
tinggi. Banyak orang memanfaatkan momen makan di tempat
sebagai ajang berkumpul bersama keluarga, teman, atau rekan kerja.
Kegiatan ini tidak hanya selkadar memenuhi kebutuhan makan, tetapi
juga menjadi sarana interaksi sosial yang mempererat hubungan
antarindividu. Oleh karena itu, banyak restoran yang menyediakan
meja besar atau area khusus untuk keluarga dan kelompok agar

suasana makan menjadi lebih hangat dan akrab.’

¥ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Marketing Management, cdisi ke-15 (New Jersey:
Pearson Education, 2016), hlm, 122,



Dengan berkembangnya tren kuliner modemn, dine-in kini
menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat urban. Banyak
orang menganggap pengalaman makan di tempat sebagai bentuk
rekreasi ringan setelah beraktivitas seharian. Restoran pun
berlomba-lomba menghadirkan konsep dan pelayanan terbaik untuk
menarik pelanggan agar memilih makan di tempat. Dengan kata lain,
dine-in bukan hanya tentang makan, tetapi juga tentang pengalaman,
kenyamanan, dan kebersamaan yang tidak bisa diperoleh ketika
makan di rumah atau di tempat lain.

Take-Away

Take-away secara harfiah berarti membawa pergi, dan istilah
ini banyak digunakan dalam dunia kuliner modern, khususnya di
restoran, kafe, atau gerai makanan cepat saji. Dalam konteks umum,
take-away mengacu pada layanan pemesanan makanan di mana
pelanggan membeli makanan untuk dibawa pulang dan dikonsumsi
di tempat lain, bukan di lokasi restoran. Konsep ini menjadi alternatif
bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk makan di tempat
(dine-in), sehingga memudahkan pelanggan yang memiliki aktivitas
padat.

Secara istilah, take-away menggambarkan sistem pelayanan
di mana makanan yang dipesan dikemas oleh penjual agar dapat

dibawa oleh pembeli ke tempat lain, seperti rumah, kantor, atau area



publik.'® Layanan ini biasanya menjadi bagian dari strategi
pemasaran restoran untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa
harus menyediakan ruang makan yang luas. Selain itu, fake-away
juga berkaitan erat dengan gaya hidup masyarakat modern yang
menuntut kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan dalam memenuhi
kebutuhan konsumsi sehari-hari."’

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa take away
bukan sekadar aktivitas membeli makanan, tetapi juga
mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat di era modern.
Banyak restoran kini menyediakan menu khusus atau kemasan
praktis yang ramah lingkungan untuk mendukung layanan ini.
Dalam perkembangannya, take-away juga menjadi bagian dari
sistem food delivery atau layanan pesan antar, yang semakin populer
berkat kemajuan teknologi digital dan aplikasi pemesanan makanan
daring. Dengan demikian, take-away merupakan bentuk adaptasi
industri kuliner terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin

dinamis dan serba cepat.'?

'Y Hilip Kotler dan Kevin Lane Keller, Marketing Management, edisi ke-15 (New
Jersey: Pearson Education, 2016), him. 210,

"' Finkelstcin, Joanne, Dining Out: A Global History of Restawrants (London:
Reaklion Books, 2013), hlm. 72,

12 3. 1. § Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Themtalea ANTALY WTlen S&A



3. Bai’

Jual beli dalam istilah Arab dikenal dengan sebutan al-bai’."”?
Secara bahasa (etimologis), kata al-bai’ berarti memindahkan
kepemilikan suatu benda atau barang melalui akad saling mengganti
antara penjual dan pembeli. Dalam pengertian lain, al-bai’ juga
dapat dimaknai sebagai tukar-menukar barang atau harta dengan
dasar kerelaan kedua belah pihak. Pengertian ini menunjukkan
bahwa kegiatan jual beli bukan sekadar pertukaran barang, tetapi
juga mengandung unsur kesepakatan dan keadilan.

Secara istilah (terminologis), al-bai’ diartikan sebagai akad
tukar-menukar sesuatu yang memiliki nilai dengan sesuatu yang lain
melalui cara tertentu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam
praktiknya, jual beli dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana
satu pihak menyerahkan barang, dan pihak lainnya memberikan
imbalan berupa harga atau sesuatu yang bernilai setara. Akad ini
menandakan adanya perpindahan hak milik dari penjual kepada
pembeli dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Dalam Islam, jual beli memiliki kedudukan penting karena
termasuk salah satu bentuk muamalah yang sangat dibutuhkan dalam
kehidupan sehari-hari. Melalui jual beli, manusia dapat memenubhi

kebutuhan hidupnya secara halal dan saling menguntungkan. Oleh
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karena itu, Islam mengatur tata cara jual beli agar sesuai dengan
prinsip keadilan dan menghindari unsur penipuan, riba, maupun
gharar (ketidakjelasan). Dengan aturan tersebut, kegiatan ekonomi
dapat berjalan dengan jujur dan membawa keberkahan bagi semua
pihak yang terlibat.

Dengan demikian, a/-bai’ bukan hanya sekadar aktivitas
ekonomi, tetapi juga merupakan wujud penerapan nilai-nilai moral
dan spiritual dalam bermuamalah. Melalui jual beli yang jujur,
amanah, dan sesuai syariat, sescorang tidak hanya memperoleh
keuntungan duniawi, tetapi juga pahala di sisi Allah SWT. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, aspek ekonomi dan
ibadah tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi
dalam mewujudkan kehidupan yang seimbang dan penuh
keberkahan. '

4. ljarah

Ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak
dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah ljarah berasal dari bahasa
Arab “al-'Ajr” yang artinya “imbalan”, “kompensasi”, atau
“substitusi”. Akad Jjarah juga dapat diartikan sebagai suatu
perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna)

suatu barang selama periode masa berlaku akad ljarah, yaitu setelah

14 Mahmud, Muhammad. Hukum Ekonomi Syariah. (Membahas penerapan hukum
eknnomi svariah dalam konteks bisnis)



pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan
atas barang tersebut.'
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah
utama sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan harga dine-in dan take-away rumah makan di
Padang sidimpuan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan
transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah?

2. Akad apa yang relevan (bai’ atau ijarah) dalam transaksi yang
menerapkan perbedaan harga tersebut?

3. Bagaimana persepsi konsumen dan pelaku usaha terhadap praktik
perbedaan harga ini?

E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kesesuaiaan perbedaan harga dine-in dan take-away
dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah.

2. Mengidentifikasi akad transaksi yang diterapkan dalam praktik
perbedaan harga.

3. Menilai dampak perbedaan harga terhadap konsumen dan pelaku

usaha di Kota Padangsidimpuan.

5 Al-Qaradawi, Yusuf Figh al-Zakat. (Menjeclaskan prinsip-prinsip zakat dan
keadilan ekonomi dalam Islam)



F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Akademis: Menambah khazanah literatur mengenai penerapan
prinsip ekonomi syariah dalam bisnis kuliner.
2. Praktis: Memberikan masukan bagi pengusaha rumah makan untuk
menetapkan harga yang adil dan transparan.
3. Kebijakan: Menjadi referensi bagi regulator lokal dalam mengawasi
praktik penetapan harga.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini,
adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam
sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus
masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Il merupakan bab kajian teori mengenai pengertian teori hukum
ekonomi Syariah (konsep tas'ir dan prinsip keadilan, transparansi dan
larangan gharar dalam jual beli), tinjauan akad dalam figh muamalah,
penelitian terdahulu dan kerangka konseptual

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan
lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian,

teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan teknik analisis data.
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Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang
perbedaan harga layanan dine-in dan take-away (Studi Kasus Rumah Makan
di Padangsidimpuan).

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran—saran

penyusunan penelitian yang telah dibuat
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori Hukum Ekonomi Syariah
1. Konsep Tas’ir (Penetapan Harga) dalam Islam

Tas'ir menurut bahasa sama dengan si'r yaitu menetapkan atan
menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa alsi’r adalah harga
dasar (price rate), yang berlaku di kalangan pedagang.'® Dalam
terminologi fikih, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan
pengertian fas ‘ir ini.

Di dalam hukum Islam penetapan harga ini dikenal dengan Al-tas’ir
Al-Jabari (u=+3)) secara etimologi kata as-si’r (u=dl =harga) yang
berarti penctapan harga. Sedangkan al-jabari (s_s)) berarti secara
paksa. Dalam figh Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut
harga suatu barang yaitu ats-tsaman dan as-si’r.

Al-Syaukani'’ menyatakan bahwa tas'ir adalah perintah penguasa
atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum
muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang
dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang
untuk menambah atau menguranginya dengan tujuan untuk

kemaslahatan.

' Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq, Mu jam al-Lughah al-Fugaha (Bairut: Dar al-
Nafais, 1985), hal, 244,

" Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nail al-Authar, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Jil, 1973), him,
248.
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Menurnut Ibnu Qayyim penggolongan tas'ir dibagi kedalam 2
yakni: fas'ir yang zalim yang diharamkan dan fas'ir adil yang
dihalalkan. Tas'ir diharamkan apabila mengandung unsur menzalimi
manusia dan memaksa mereka dengan cara yang tidak benar agar
menjual barang dengan harga yang tidak mereka setujui atau melarang
mereka melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. '8

Tas'ir dibolehkan bahkan diwajibkan jika mengandung unsur
keadilan, misalnya memaksa masyarakat melakukan akad tukar
menukar dengan harga normal dan melarang mereka mengambil
tambahan dari harga normal.'” Penerapan harga yang adil dalam
mekanisme pasar menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi
yang Islami.

Penelitian Marhamah Saleh mengungkapkan bahwa mekanisme
pasar yang sesuai dengan syariah memang tidak mengedepankan
intervensi pemerintah pada kondisi pasar berjalan normal.? Namun,
ketika pasar mengalami distorsi yang disebabkan oleh ulah para
pelakunya, maka pemerintah tentu perlu furun tangan membenahi
persoalan harga tersebut, sesuai dengan misi yang diemban untuk

mewujudkan kemaslahatan umat. Intervensi pasar dan regulasi harga

'8 Tbnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwagqi'in ‘an Rabb al-'Alamin, Jilid 2 (Beirut:
Dar al-Kutub al-*Ilmiyyah, tanpa tahun), him. 160-161,

' bou Qayyim Al-Jauziyyah, Ath-Thurug AlHukmivyah fi As-Sivasah Asy-Syar'iyyah
(Beirut: Darul Jacl, 1998), diterjemahkan olech Muhammad Muchson Anasy (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2014), hlm. 430.

0 Marhamah Saleh, Jurnal dengan judul “Pasar Syariah dan Keseimbangan Harga " Jurnal
Media Syariah, Vol.13, No. 1 (2011).
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dalam Islam dimaksudkan agar tercipta keseimbangan harga dan
terjaganya hak dari semua pihak, baik pembeli maupun penjual. Untuk
itu perlu ditekankan aspek moralitas yang berdampingan dengan motif
mencari laba dalam perniagaan.

Hal penting dari persoalan regulasi adalah komitmen Islam dalam
menegakkan aturan-aturan dengan memberlakukan institusi hisbah,
yang memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam pengawasan pasar,
bahkan lembaga hisbah atau wilayat al-hisbah dapat berlaku pada
persoalan-persoalan lain yang lebih universal, seperti kesejahteraan,
terpenuhinya fasilitas umum dan terjaganya hukum. Secara komparatif,
para ulama terdahulu telah menyumbangkan pemikirannya dalam
membahas mekanisme pasar dan keseimbangan harga. Dunia pasar
adalah suatu indikator pekermbangan ekonomi.

Al-Syafi’i menolak pendapat ini dengan argumentasi hadits yang
diriwayatkan dari Ad-Darawardi, dari Daud bin Salih At-Tammar, Ari
al-Qasim bin Muhammad dari Umar, disebutkan Umar berpapasan
dengan dengan Hathib bin Abu Balta’ah di pasal al-Mushalla kala itu ia
membawa dua wadah berisi anggur kering, kemudian Umar
menanyakan anggur tersebut. Hathib mengatakan, "perdua mudd
harganya satu dirham™.2! Umar kemudian berkata kepada Hathib,” Aku

diberi tahu satu rombongan datang dari Thaif, mereka membawa

' Al-Syafi‘i, Al-Umm, Lihat juga: Ibn Abi Shaybah, Al-Mugannaf, no. 20414, dengan
sanad dari Ad-Darawardi dari Daud bin Shalih dari al-Qasim bin Muhammad, dari Umar bin
Khatiah him 87
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dagangan anggur kering, mereka tertarik dengan harga yang kau
tawarkan, kau harus menaikkan hargamu, Jika kau tak mau, masukkan
saja anggur keringmu ke dalam rumahmu, dan jual anggurmu dengan
harga sesukamu.” Setelah pergi Umar merenungkan apa yang
dikatakannya kemudian ia menemui Hathib dan berkata, “apa yang baru
saja ku katakan padamu bukanlah keputusanku itu ku katakana demi
kebaikan kota ini. Jual daganganmu sesukamu dan jual daganganmu
bagaimanapun cara yang kau suka.”*?
2. Prinsip Keadilan, Transparansi dan Larangan Gharar dalam
Transaksi jual beli
Keadilan dalam ekonomi Islam secara khusus meliputi kejujuran,
keseimbangan, dan penghindaran dari manipulasi, sebagai berikut :
a. Kejujuran
Kemujuran  dalam  penaksiran  harga  melibatkan
pengungkapan yang jujur dan transparan tentang nilai
sebenarnya dari objek yang dinilai. Kejujuran dalam prinsip
keadilan fokus pada memberikan dan menerima hak dengan adil,
dan menghindari tindakan yang tidak adil. Jika dikaitkan dengan
Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 — Murabahah

(Jual Beli). Transaksi murabahah dilandasi kejujuran: penjual

wajib menyampaikan harga pokok + keuntungan (margin) yang

* Muhammed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Jakarta: Rajawali
Pere 2001000 hal 165
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disepakati dengan jelas kepada pembeli. Jika terjadi diskon dari
pemasok, hak diskon merupakan hak pembeli dan harus
transparan, baik sebelum maupun setelah akad, sesuai
mekanisme akad,
b. Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam
mengharuskan untuk berbuat adil. Harga haruslah seimbang,
denpan begitu mencerminkan nilai sebenamya dari barang atan
jasa yang ditawarkan. Jika dikaitkan denga Fatwa DSN-MUI
No. 09/DSN-MUL/IV/2000 — Ijarah (Penyewaan/Jasa). Fatwa
ini menetapkan bahwa, Objek akad adalah manfaat penggunaan
barang atau jasa, bukan kepemilikannya. Contohnya: menikmati
layanan makan di tempat (dine-in) atau mengambil makanan
(take-away).”® Harga sewa/upah (ujrah) harus sudah disepakati
secara jelas pada awal akad, bersifat tetap, dan bisa berupa
nominal (uang) atau bahkan jasa lain yang sepadan. Penyewa
(nasabah) memiliki kewajiban membayar, serta bertanggung
jawab atas penggunaan selama tidak merusak

Keseimbangan dalam prinsip keadilan sepertihalnya dalam
hak dan kewajiban. Hak seseorang tidak boleh melanggar hak

orang lain, dan kewajiban harus dilaksanakan dengan adil.

B Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-
MULAV/2000 tentang ljarah (Penyewaan/Jasa), ditetapkan pada 1| April 2000. Tersedia secara
daring di: https://dsnmui.or.id (diakses 10 Oktober 2025).
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c. Penghindaran dari manipulasi

Imam al-Ghazali menekankan pentingnya penghindaran dari
manipulasi dalam penaksiran harga sebagai bagian dari prinsip
keadilan dalam berbisnis. Bagi imam al-Ghazali, manipulasi
harga melanggar prinsip moralitas dan etika dalam berbisnis. Ini
mencakup praktik-praktik seperti penipuan, pemalsuan
informasi, atau memanfaatkan ketidak jelasan informasi untuk
mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Sebagai contoh, ini
bisa berarti tidak menaiklkan harga secara tidak adil atan
menekan harga objek yang dinilai untuk kepentingan pribadi.
Al-Ghazali memandang bahwa menjauhi manipulasi dalam
penaksiran harga adalah tindakan yang mencerminkan integritas
dan kejujuran dalam berbisnis, sesuai dengan prinsip-prinsip

moral yang diajarkan dalam ajaran agama dan etika Islam.**
Gharar, secara etimologis, merujuk pada tipu daya atau penampilan
yang menyebabkan kerugian, atau sesuatu yang seperti menggoda tapi
pada kenyataannya menimbulkan ketidakbahagiaan. Ini mencerminkan
makna dari pepatah Arab "al-dunya mata al-ghurur" yang berarti dunia
ialah kenikmatan yang menipu, Dalam bahasa Arab, gharar berarti al-

khathr, yang berarti pertaruhan, majhul alagibah, dan hasilnya tidak

# Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, Kimia" al-Sa"adah (Kimia Kebahagiaan)
{Bandune -Mizan, 2005). hal. 78.
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jelas. Ini juga dapat diartikan sebagai almukhatharah, yang berarti
pertaruhan, dan al-jahalah, yang berarti ketidakjelasan,”

Gharar adalah bentuk keraguan, penipuan, atau tindakan yang
dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Wahbah az-Zuhayli
mengatakan bahwa gharar sebagai al-khida '(penipuan), yaitu tindakan
yang diperkirakan tidak memiliki dasar realitas. Secara terminologis,
Wahbah Zuhayli memberikan definisi gharar berdasarkan pandangan
fugaha sebagai berikut:*®

a. Menurut al-Sarakhsi dalam mazhab Hanafi, yang dimana gharar
adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.?’

b. Menurut Al-Qarafi dari mazhab Maliki, yang di maksud dengan
gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah akan
diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.*®

c. Shirazi, seorang ulama mazhab Syafi’i, menurutnya gharar
adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya
tersembunyi.*

d. Ibn Taymiyah menyatakan , gharar berarti yang tidak diketahui

akibatnya.*

% Hosen, M. N, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi” Al-Igtishad: Jurnal
limu Ekonomi Syarigh, 1(1) 2009. https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453

% Maulana, N, FIX Jurnal Zulfahmi, Nora Maulana. 11, (2022) him. 134-150

21 Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Jilid 13 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun), hlm. 3,

* Al-Qarafi, Al-Furug, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-*llmiyyah, tanpa tahun), him. 266.

¥ Al-Syirazi, Al-Muhadzdzab fi Figh al-Imam asy-Syafi'i, Jilid 1 (Beirul: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, tanpa tahun), him. 302.

3 Thon Taimiyah Mgjmu' al-Fatgwa, Jilid 29 (Riyadh: Dar al-Walfa', 2005), hlm. 22.
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e. Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa gharar adalah sesuatu
yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang itu ada
ataupun tidak, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan
unta liar meskipun ada.*'

f. Ibn Hazm menyatakan bahwa gharar sebagai di mana pembeli
tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia
jual.??

Jadi dari berbagai definisi tersebut, kesimpulannya bahwa gharar
adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang melibatkan
ketidakpastian dan dapat menimbulkan risiko kerugian bagi seseorang
yang terlibat, Praktik gharar dalam konteks jual-beli bisa merugikan
baik itu pembeli maupun penjual, karena adanya ketidakpastian dan
kecurigaan yang dapat menyebabkan keraguan dan kerugian kedua
belah pihak. Itulah sebabnya, gharar bisa dikategorikan dalam dua
bentuk, yaitu ketidakpastian mengenai hal-hal yang dapat dicapai atau
tidak, serta ketidakpastian terkait sifat, ukuran, dan jenis barang. Kedua
bentuk tersebut menunjukkan bahwa gharar memiliki potensi bahaya,

sebagaimana terlihat dalam pengertian etimologisnya.*?

3 Ibnu Qayyim al-Tauziyyah, I'lam al-Muwaggqi'in ‘an Rabb al-'Alamin, Jilid 2 (Beirut:
Dar al-Kutub al-'Tlmiyyah, tanpa tahun), hlm. 157-158,

3 Ibnu Hazm, Al-Muhalla bi al-Atsar, Jilid 9 (Beirut; Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 4-5.

3 Dina dkk, “Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi ekonomi Fikih Muamalah”
Journal of Islamic Studies, Vol 2 No. 3 (2024) hal. 162,
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3. Konsep ‘Urfsebagai Dasar Penetapan Harga di Pasar

'Urf secara bahasa berarti “baik”, juga berarti mengulang, adat
berasal dari a/mua"awadalah yang artinya mengulang sedangkan dari
segi istilah, sebagian ulama ushul mengartikan ‘wrf dan adat dengan
pengertian yang sama yaitu “sesuatu yang telah dikenal oleh orang
banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan,
perbuatan atau keadaan meninggalkan” yang berupa tindakan, seperti
saling pengertian antara manusia dalam jual beli tanpa ada keluhan.*

Dalam bidang figh, ada dua kata yang terdengar sama yaitu, urf dan
adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan
sebagai tindakan yang berulang tanpa ada hubungan logis. Tindakan ini
terkait dengan tindakan pribadi, seperti kebiasaan makan dan tidurnya.
Kemudian ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan kebanyakan orang baik
dalam ucapan maupun tindakan.*®

Dalam hukum Islam, urf'memiliki tempat penting dalam perumusan
hukum. Hal ini karena ‘urf telah menjadi kebiasaan yang dianut oleh
masyarakatnya yang membudidaya dalam masyarakat. Dengan
demikian, adat dan ‘urf diperhitungkan untuk menentukan aturan mana
yang dimasukkan ke dalam aturan umum, Berdasarkan uraian di atas,
dapat ketahui ‘urf adalah bagian dari adat, karena dibanding ‘urf adat

lebih umum daripadanya, seharusnya ‘wrf berlaku untuk kebanyakan

3 Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, “Tlmu Ushul Figh,” 1994, hal. 123,
35 Nasrun Haroen, "“Ushul Figh I"" (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal, 139,
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orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok
dan wrf tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian
besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

Dan ulama Hanbali menerima ‘wrf selama tidak bertentangan
dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima ‘urf dan
memperlakukannya sebagai dalil hulkum yang tidak berdiri sendri, tetapi
harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah. Dari beberapa pendapat
diatas, secara umum dapat dipahami bahwa ‘urf dapat digunakan

sebagai dasar untuk menegaskan sesuai dengan firman Allah swt. dalam

QS. A'raf/7:199:
Glalal i m ety catadly 53l 5l
Artinya: Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh " %%
B. Tinjauan Akad dalam Figih Muamalah
1. Pembahasan akad bai’ (jual beli) dan akad ijarahk (sewa jasa) dalam
konteks layanan rumah makan
Dalam Islam berhubungan dengan muamalah adalah mencari rezeki
yang halal dan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jual beli dalam
istilah figh disebut al-bai’ bahasa Arab kata jual (g2d!) adalah dua kata

yang berlawanan dengan satu kata yaitu a2 . Secara arti kata ~= berarti

“saling tukar’” atau tukar menukar,
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Dalam AlQur’an terdapat kata g1+ dengan maksud yang sama dengan
arti bahasa secara bahasa merupakan masdar dari kata ucapkan
bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata gl —
i dua orang yang melakukan akad.?’

Secara terminologi jual beli menurut ulama figih adalah sama, tukar
menukar barang dengan cara tertentu dengan cara yang dibenarkan. Jual

beli adalah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan

milik dengan ganti (berupa alat tukar sah). Transaksi antara penjual dan

b. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu,

c. Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan

sebagai alat pengganti tersebut.

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam
sesuai dengan hukum (aklifi yang diatur dalam Al-Qur’an dalam surah
Al-baqarah ayat 275 :

Tobg 2545 b an J<i

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba.
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Definisi oleh beberapa ulama tentang jual beli.*® Madzhab
Malikiyah berpendapat bahwa Jual beli adalah akad saling tukar
menukar yang tidak bermanfaat, bukan termasuk senang-senang.
Madzhab Syafiiyah mengemukalkan bahwa joal beli adalah akad saling
tukar menukar bertujuan memindahkan barang atau manfaatnya bersifat
abadi. Madzhab Hanafiyah mengemukalkan Jual beli adalah saling tukar
menukar sesuatu yang disenangi. Atau kepemilikan harta dengan cara
tukar-menukar dengan harta lainnya sesuai dengan jalan yang
ditentukan,

Secara umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan
pemindahan hak milik. Menurut madzhab ulama mendefinisikan
kepemilikan membedakan transaksi jual beli dan transaksi sewa
menyewa (al-ijarah). Islam mengajarkan sesama umat manusia saling
bergotong royong, tolong menolong terhadap sesama atas dnsar
tanggung jawab bersama.

Sebagian para ulama mengartikan bahwa jual beli hukumnya
mubah, Pengertian diatas mempunyai kesamaan dan mengandung :

a. Jual beli dilalukan dua orang yang saling tukar menukar barang,.

b. Tukar menukar barang terdapat manfaat dari kedua belah pihak.

c. Jual beli tidak berupa barang atau harta hukumnya tidak sah

diperjualbelikan.

* Amir Syarifuddin, “Garis-garis Besar Figih", (Jakarta : Prenada Media, 2003), hal, 193,
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d. Berlakunya hukum tukar menukar kedua belah pihak memiliki
ketetapan jual beli kepemilikan yang abadi,”

Hukum jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) sesuai dengan

syarat dan rukun menurut para ulama. Hukum dapat berubah menjadi

wajib, haram, mandub, dan makruh.*°

d.

Contoh wajib : Situasi yang terdesak membeli barang, maka penjual
wajib menjualnya.

Contoh haram: Menjual barang yang dilarang oleh syariat agama
Islam seperti anjing, babi, dan lainnya.

Contoh nadb (sunnah): Penjual berjanji kepada pembeli akan
menyisihkan barang dagangnya, hal ini tidak menimbulkan
kemudharatan.

Contoh vyang makruh: Menjual kulit binatang buas untuk
dimanfaatkan kulitnya.*

Hukum taklifi hulum jual beli berkaitan dengan Ahkam al-

Khamsah. Para mukallaf adalah agli baligh dan cakap berbuat hukum

bentuk bhak. Kewajiban dan meninggalkan perbuatan yang dilarang.

Hukum taklifi terdapat lima macam sebagai berikut :

1. ljab
Ijab, yang dalam beberapa literatur juga disebut mandub,

merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada

¥ Hendi Suhendi, “Figh Muamalal”, (Jakarta:Rajawali Press,2010), hal. 85,
0 Hendi Suhendi, “Figh Muamalah™, (Jakarta:Rajawali Press,2010), hal. 85,
" Enang Hidayal, "Figih Jual Beli", (Bandung :Remaja Rosdakarya,2015), hal. 16.
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perbuatan yang diwajibkan oleh syariat untuk dilaksanakan dan
tidak boleh ditinggalkan. Secara bahasa, ijab berarti perintah,
penetapan, atau keharusan, sedangkan secara istilah fikih, ijab
menunjukkan tuntutan syariat yang bersifat pasti dan wajib bagi
setiap mukallaf untuk melaksanakan perintah tersebut sesuai
ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya.*

Pelaksanaan ijab berarti seorang Muslim harus menjalankan
segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Hal ini
mencakup tindakan-tindakan ibadah maupun muamalah yang
telah diatur secara jelas dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam
konteks ibadah, misalnya sholat lima waktu, zakat, puasa di
bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampn,
merupakan perintah yang bersifat jjab. Ketaatan terhadap
perintah ini menjadi tanda kepatuhan seorang hamba kepada
Allah dan merupakan bentuk pengakuan akan kedaulatan-Nya
dalam kehidupan sehari-hari.

Jika seorang mukallaf mengabaikan atau melanggar perintah
yang bersifat ijab, maka akan menanggung konsekuensi berupa
hukuman atau siksa, baik di dunia maupun di akhirat. Hukuman
ini bisa berupa konsekuensi sosial, moral, atau spiritual yang

menegaskan pentingnya mematuhi perintah syariat. Dengan

BS.

2 Abdul Wahhab Khallaf, lTmu Ushul al-Figh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), him,
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demikian, jjab tidak hanya menekankan pada aspek formalitas
ibadah, tetapi juga pada kesadaran dan tanggung jawab individu
dalam menjalankan kehidupan yang diridai Allah SWT,

Selain aspek kewajiban dan konsekuensi, ijab juga
mencerminkan dimensi etika dan moral dalam Islam.
Pelaksanaan perintah Allah secara konsisten membentuk
karakter seorang mukallaf yang taat, disiplin, dan bertanggung
jawab. Dengan memahami dan melaksanakan perintah yang
termasuk ijab, seorang Muslim tidak hanya memperoleh pahala
dan menghindari dosa, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan,
kejujuran, dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, baik
dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun alam
seldtarnya.*?

2. Tahrim

Tahrim adalah suatu perbuatan meninggalkan sesuatu yang
pasti. Merupakan istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti
pengharaman atan larangan yang bersifat tegas. Secara bahasa,
kata tahrim berasal dari akar kata harrama—yuharrimu—
tahriman yang berarti mengharamkan atau menjadikan sesuatu
tidak boleh dilakukan. Secara istilah, tahrim diartikan sebagai
meninggalkan sesuatu yang telah ditetapkan secara pasti

keharamannya oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, baik melalui Al-

4 Abdul Wahhab Khallaf, limu Ushul al-Figh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), him, 85.
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Qur’an maupun hadis. Dengan demikian, tahrim menunjukkan
bahwa perbuatan yang dilarang tersebut memiliki konsekuensi
dosa bagi siapa pun yang melanggarnya, kecuali dalam keadaan
darurat yang dibenarkan syariat.

Contoh perbuatan yang termasuk dalam tahrim antara lain
meminum khamar, berzina, mencuri, dan membunuh tanpa hak.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep tahrim sangat
penting agar umat Islam dapat membedakan antara perbuatan
yang dilarang secara mutlak dan yang sekadar dimakruhkan,
sehingga mampu menjalankan syariat dengan benar sesual
tuntunan agama.

3. Nadb

Adalah perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala
jika ditinggalkan tidak dikenai hukuman, seperti bermuamalah
secara tidak tunai (hutang) terjadi kesepakatan waktu akan
mengembalikan hutang tersebut.

Selain itu, banyak bentuk perbuatan mandub lainnya yang
dianjurkan dalam Islam, seperti shalat sunnah, sedekah,
berpuasa di luar bulan Ramadan, membantu sesama, serta
menuntut ilmu.** Amalan-amalan tersebut menunjukkan kasih
sayang Allah kepada hamba-Nya dengan memberi peluang

untuk menambah pahala tanpa kewajiban mutlak. Meskipun

* Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami (Damaslus: Dar al-Fikr, 1986), him. 117.
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tidak berdosa jika ditinggalkan, melaksanakan perbuatan
mandub menunjukkan ketaatan, keikhlasan, dan kesungguhan
dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian,
menjalankan amalan mandub merupakan salah satu bentuk
kesempurnaan iman yang mencerminkan akhlak mulia dan

kepedulian terhadap sesama.*

. Karahah

Adalah perbuatan seseorang vyang dituntut untuk
meninggalkan dan tidak dikenai hukuman, atau dituntut untuk
meninggalkan tidak secara paksa, seperti bercerai, Dalam istilah
fikih, perbuatan seperti ini disebut makruh. Secara bahasa,
makruh berarti sesuatu yang tidak disukai atau tidak disenangi,
sedangkan secara istilah, makruh adalah perbuatan yang
dianjurkan untuk ditinggalkan tetapi tidak berdosa jika
dilakukan,

Contohnya adalah perceraian, vyaitu tindakan yang
dibolehkan dalam Islam tetapi sangat tidak disukai oleh Allah
SWT. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:
“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak

(perceraian).”*®

him. 42.

4 Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Tlm al-Usul (Beirut; Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1993),

46 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Thalag, Hadis No. 2177,
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Selain perceraian, terdapat banyak contoh lain dari perbuatan
makruh, seperti makan atau minum sambil berdiri, berbicara saat
buang hajat, atau berlebihan dalam menggunakan air ketika
berwudu.*” Walaupun tidak berdosa, meninggalkan perbuatan
makruh menunjukkan ketakwaan dan kehati-hatian seorang
Muslim dalam menjaga amal dan adabnya.* Dengan menjauhi
hal-hal makruh, seorang mukallaf berusaha untuk selalu berada
dalam batasan yang diridai Allah SWT. Maka dari itu,
meninggalkan perbuatan makruh termasuk bagian dari
penyempurnaan ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

5. Ibahah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada
perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak
dilakukan. Dalam istilah fikih, ibahah disebut juga mubah, yang
berarti suatu tindakan atau amalan yang tidak diwajibkan dan
tidak dilarang oleh syariat, sehingga pelakunya bebas memilih
untuk melakukannya atau meninggalkannya tanpa mendapatkan

*  Konsep ibahah menunjukkan

pahala maupun dosa.
fleksibilitas hukum Islam dalam hal-hal yang tidak diatur secara
spesifik oleh syariat, sehingga umat Islam memiliki kebebasan

dalam mengambil keputusan dalam ranah tindakan tersebut.

T Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), him, 123.
4 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), him, 95,
4 Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), him. 130,
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Contoh perbuatan yang termasuk kategori mubah antara lain
memilih jenis pakaian sehari-hari yang tidak melanggar syariat,
memilih menu makanan yang halal, atau menentukan cara
menata rumah dan lingkungan pribadi.’° Karena sifatnya netral,
perbuatan mubah tidak menimbulkan konsekuensi hukuman
maupun pahala, namun tetap dianjurkan untuk dilakukan dengan
niat baik agar tetap selaras dengan nilai moral dan etika Islam.
Dengan demikian, ibahah/mubah menjadi salah satu aspek
hukum Islam yang memberikan kelelnasaan bagi manusia dalam
menjalani kehidupan sehari-hari tanpa melanggar prinsip-
prinsip syariah.”’

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa.
Transaksi ini dapat menjadi transaksi leasing sebagai pilihan kepada
penyewa/nasabah untuk membeli aset tersebut pada akhir masa
penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan
syariah transaksi ini dikenal dengan ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa
yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Bank mendapatkan
imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir

masa sewa disepakati pada awal perjanjian.>?

3 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 100,

51 Amsori, “Al-Ahkam Al-Khams Scbagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif
Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan”, Jurnal Pakauan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari
—Juni 2017, hal. 41.

2 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana, 2012), hal. 227,
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Akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang
dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasul kepemilikan hak pakai
atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek
sewa yang disewakan,”

Dalam menyalurkan pembiayaan ijarah, Undang-Undang
Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud
dengan akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka
memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa
berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan barang itu sendiri®® Fatwa DSN No. 09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah memberikan pengertian akad
ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang
dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (wjrah), tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Adapun syarat akad ijarah dikaitkan dengan beberapa rukunnya
diantaranya;

a. Syarat yang terkait dengan akid (pihak yang berakad/mujir dan
musiajir):
b. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali,* kedua orang yang berakad

telah berusia akil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan

53 Huruf B Angka VLb 1) Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No.
10/31/DPbs.

* Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Noemor 21 Talun 2008 Tentang
Perbankan Syariah

3 Al-Nawawi, Al-Majnu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 9, hal. 158-159.
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Maliki, orang yang berakad cukup pada batas mumayyiz dengan

syarat mendapatkan persetujuan wali.

Bahkan golongan syafi'iyah memasukkan persyaratan pada akid
termasuk rusyd. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar
rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafii dan
Hambali seorang anak kecil yang belum baligh, bahkan Imam Syafi'i
menambahkan sebelum rusyd tidak dapat melakukan akad ijarah.
Berbeda dengan kedua Imam tersebut, Imam Abu Hanifah
membolehkan asalkan dia sudah mumayyiz dan atas seizin orang tuanya.

Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang
yang sedang melakukan akad ijarah berada pada posisi bebas untuk
berkehendak, tanpa ada palsaan salah satu atau kedua belah pihak oleh
siapapun.

Akad ijarah diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam,
yaitu ijarah terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera
dan ijarah terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama ijarah bisa
dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada
penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko,
kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan

penyewa.>®

%6 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Svari'ah, (Jakaria: Sinar Grafika, 2012), hal. 154,
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Sedangkan pada jenis kedua, ifarah baru bisa dianggap terlaksana
kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya
melakukan sesuatu, Seperti membuat rumah yang dilakukan tukang,
memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan sebagainya. Dengan
diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak
yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang
sewa dan upah.

ljarah tenaga kerja itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti
menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat
serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk
kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan
tukang jahit). Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama
figh, hukumnya boleh.’” Walau secara umum, antara keduanya memiliki
persyaratan yang hampir sama, tetapi ada perbedaan spesifik antara
keduanya.’®

2. Relevansi akad dalam membenarkan perbedaan harga atas
layanan tambahan

Dalam fikih muamalah, akad memegang peranan penting dalam
membenarkan perbedaan harga atas layanan tambahan. Akad
merupakan perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih dalam

suatu fransaksi, dan menjadi dasar hukum bagi sahnya transaksi

57 Wahbah Al-Zuhaili, Figh Al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus: Dir al-Fikr, 1989), hal.
767.

S"Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Kewangan Svari‘ah. (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hal. 155,
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tersebut. Perbedaan harga atas layanan tambahan dapat dibenarkan jika
terdapat akad yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak.
a. Akad sebagai Dasar Hukum Transaksi

Akad adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak
yang bersifat mengikat secara hukum dalam suatu transaksi
ekonomi. Dalam perspektif fikih muamalah, akad menjadi
landasan utama bagi sahnya suatu transaksi, karena melalui
akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan secara
jelas. Tanpa akad, sebuah transaksi dapat menjadi tidak sah atau
meragukan keabsahannya, karena tidak ada kepastian hukum
yang mengatur hak dan tanggung jawab para pihak. 4kad dapat
dilakukan secara lisan maupun tertulis, selama memenuhi
prinsip-prinsip syariah seperti kesepakatan sukarela, kejelasan
objek, dan kejelasan harga.*

Dalam konteks layanan tambahan, akad juga menentukan
keabsahan perbedaan harga yang mungkin timbul. Jika suatu
layanan tambahan telah disepakati secara jelas dalam akad,
maka perbedaan harga yang timbul dari layanan tersebut
menjadi sah menurut hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa
prinsip transparansi dan persetujuan bersama sangat penting

dalam transaksi ekonomi, agar tidak terjadi ketidakadilan atau

5 Wahbah az-Zuhaili, Figh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr,
2005), him. 410.



a7

praktik riba, Dengan demikian, akad tidak hanya mengikat dari
sisi hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan
keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi.
Akad Ijarah dan Layanan Tambahan
Salah satu jenis akad yang relevan dalam konteks layanan
tambahan adalah akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa atas
manfaat suatu barang atan jasa. Dalam akad ijarah, pihak
penyewa membayar sewa atas manfaat yang diterima selama
periode tertentu. Jika layanan tambahan diberikan sebagai
bagian dari manfaat yang disewa, maka biaya tambahan tersebut
dapat dibenarkan sepanjang disepakati dalam akad.
Prinsip Syariah dalam Akad
Dalam Islam, suatu transaksi harus memenuhi prinsip-
prinsip syariah,® yaitu:
1) Keadilan
Tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.
2) Transparansi
Informasi mengenai layanan dan biaya tambahan

harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.

5 Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,

2001), hal. 75-78.
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3) Kerelaan
Kedua belah pihak harus rela dan tidak ada unsur
paksaan dalam transaksi.

Jika perbedaan harga atas layanan tambahan disepakati
dengan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka transaksi
dianggap sah menurut hukum Islam.

d. Implementasi dalam Praktik Bisnis

Dalam praktik bisnis, perbedaan harga atas layanan
tambahan sering kali diterapkan dalam bentuk paket layanan
atau biaya tambahan untuk fitur khusus. Selama perbedaan harga
tersebut disepakati dalam akad dan memenuhi prinsip-prinsip
syariah, maka hal tersebut dapat dibenarkan.

3. Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis
untuk meneliti tentang Penerapan Pajak Rumah Makan di Kota

Padangsidimpuan yaitu:®
1. Jumal Yuni Sarah Simon, dengan judul "Analisis Penetapan Harga
Jual Produk dalam Meningkatkan Laba Rumah Makan", MARS
Journal, Vol.4, No.1, Februari 2024, Penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis penetapan harga jual dalam

meningkatkan laba pada rumah makan mie hokky palopo. metode

8 Simanjuntak, Rahmat Hidayat. "Evaluasi Penerapan Pajak Daerah pada Rumah Makan di
Kota Medan." Jurnal Administrasi Publik, vol. 8, no. 1, 2021, hlm. 15.
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penelitian ini adalah metode cost plus pricing yaitu penetapan
harga jual dengan menambah margin (keuntungan) yang di
gunakan pada biaya-biaya yang telah di bebankan pada barang,
Hasil penelitian pengujian hipotesis yaitu hasil analisis harga
pokok produk menunjukkan nilai yang rendah di tambah laba yang di
harapkan oleh pemililk RM.%* Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian peneliti adalah penelitian ini meneliti penggunaan metode
cost-plus pricing, untuk menambah margin keuntungan dari biaya
produk yang menghasilkan harga jual realisasi jauh di atas harga
pokok. Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana
pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga pada
rumah makan di Kota Padangsidimpuan.

2. Jurnal Kiki Novita Sari, dengan judul "Penetapan Harga jual Makanan
di rumah Makan Kampung Bakau Kota Kendari Perspektif ekonomi
Syariah", jouwrnal homepage. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan mekanisme penentuan harga jual makanan di
Restoran Kampung Bakau, Kota Kendari dan untuk mengetahui
tinjauan ekonomi syariah dalam penentuan harga jual makanan di
Restoran Kampung Bakau, Kota Kendari. Telmik pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan

wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu

2 Yuni Sarah Simon, "Analisis Penetapan Harga Jual Produk dalam Meningkatkan Laba
Rumah Makan", MARS Journal, Vol.4, No.1, Februari 2024,
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, Dengan tujuan
memperoleh hasil yang lebih komprehensif, valid, dapat dipercaya,
dan objektif mengenai penentuan harga jual makanan dari perspektif
ekonomi syariah di Restoran Kampung Bakau, Kota Kendari®
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam
penclitian ini lebih memfokuskan mekanisme penetapan harga serta
tinjauan ekonomi Syariah dalam penetapan harga jual makanan di
restoran tersebut. Sedangkan dalam penelitian peneliti, memfokuskan
bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap perbedaan
harga pada rumah makan di Kota Padangsidimpuan.

3. Jurnal Leonardo A Adiwijaya, dengan judul "Analisis Perbandingan
Harga Pokok Produksi dalam rangka Penentuan Harga Jual Makanan
pada Rumah Makan Tenda Biru di Cabang Piere Tendean", Jurnal
LPPM Bidang BkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan
Hukum)Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022 .Pengeluaran biaya produksi
suatu rumah makan tentu saja kadang biasa sampai merugikan
perusahaan tersebut, untuk itu bagaimana perushaan harus tau cara
memanfaat kerugian tersebut menjadi sebuah keuntungan. Tujuan
dari penelitian ini adalah menganalisis perbandingan dan penentuan

harga pokok produksi dan penentuan harga jual makanan pada Rumah

83 Jurnal Kiki Novita Sari, dengan judul "Penetapan Harga jual Makanan di rumah Makan
Kampung Bakau Kola Kendari Perspektif ekonomi Syariah”, journal homepage, Vol.3 No. 2 (2023).
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makan Tenda biru. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif
dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini terdapat
perbedaan antara harga pokok produksi perusahaan dengan harga
pokok produksi menggunakan metode full costing."® Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian
terdahulu membandingkan biaya produksi menurut metode yang
digunakan restoran vs metode full costing memberikan harga HPP dan
harga jualnya, sedangkan pada penelitian peneliti yaitu bagaimana
keadilan terhadap perbedaan layanan harga dine-in dan take-away
setiap rumah makan yang ada di kota Padangsidimpuan.

4, Jumal Adhelia Putri Salwa, dengan judul "Penetapan Harga Jual
Berdasarkan Analisis Perhitungan Biaya Produksi di Restoran Ayam
Geprek Sahabat", Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN:2622-
5379Vol. 5, No. 1, Januari 2022. Pengamatan ini bertujuan untuk
mengetahui tentang penetapan harga jual dan seberapa besar
keuntungan yang telah diperoleh dari biaya produksi dan biaya yang
dikeluarkan oleh Restoran Ayam Geprek Sahabat. Metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif di mana penelitian ini bersifat subjektif
yang langsung mengamati objek yang ditelitiHasil dari pengamatan
ini menunjukkan bahwa Restoran Ayam Geprek Sahabat memiliki

kondisi keuangan yang stabil, yang bahkan dapat dikatakan mencapai

6 Jurnal Leonardo A Adiwijaya, dengan judul "Analisis Perbandingan Harga Pokok Produksi
dalam rangka Penentuan Harga Jual Makanan pada Rumah Makan Tenda Biru di Cabang Piere
Tendean", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Huleum)Val. 5
No. 2 Januari-Juni 2022
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keuntungan maksimal dalam periode penjualannya. Terdapat
beberapa tahap yang digunakan dalam proses penentuan harga jual
produk, proses penetapan harga dimulai dari perencanaan, biaya bahan

1.5 Perbedaan

baku, perlengkapan, hingga akhimya harga jua
penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini
meneliti berapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan biaya
produksi dan kondisi keuangan restoran. Sedangkan dalam penelitian
peneliti, pengambilan keuntungan terhadap perbedaan harga.

5. Jurnal Imam Asrori, dengan judul "Strategi Penentuan Harga pada
Rumah Makan", jurmal Fokus, Volume 18, Nomor 1, Maret 2020.
Strategi penetapan harga pada rumah makan yang masih rata-rata
sama dengan pesaingdapat menyebabkan kurangnya daya tarik bagi
konsumen. Minimnya jumlah karyawan menyebabkan konsumen
harus mengantri dan akhimya pindah berlangganan kepada pesaing.
Strategi penetapan harga diskon terdiri dari pemotongan harga untuk
jumlah pembelian tertentu.®® Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian peneliti adalah pada penelitian ini menerapkan strategi
penetapan harga diskon, harga kompetitif dengan pesaing dan harga

berdasarkan biaya. Sedangkan penelitian ini, memfokuskan keadilan

penetapan harga pada rumah makan di Kota Padangsidimpuan

% Jurnal Adhelia Putri Salwa, dengan judul "Penctapan Harga Jual Berdasarkan
Analisis Perhitungan Biaya Produksi di Restoran Ayam Geprek Sahabat", Jurnal Akuntansi
Kompetif,Online ISSN:2622-5379Vol. 5, No. |, Januari 2022.

6% Jurnal Imam Asrori, dengan judul "Strategi Penentuan Harga pada Rumah Makan”,
jurnal Fokus, Volume 18, Nomor 1, Maret 2020,



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk
field research atau penelitian lapangan dengan analisis data dilakukan
dengan model interaktif Miles & Huberman, yaitu reduksi data, display
data, dan verifikasi. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber melalui
wawancara pemilik, konsumen, dan pengelola.”, maka jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif.®” Penelitian ini dilakukan langsung
di lapangan untuk memperoleh data yang bersumber dari kehidupan nyata
masyarakat, bukan dari angka atau data statistik. Data utama diperoleh
melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pemilik usaha,
konsumen, dan pengelola. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh
sumber kepustakaan (buku-bulu atau literatur) untuk memperkuat analisis.
Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan model interaltif
dari Miles & Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan. Reduksi data, yaitu
merangkum dan memilah data yang relevan. Display data, yaitu menyajikan
data agar mudah dipahami. Verifikasi, yaitu menarik kesimpulan
berdasarkan data yang telah dianalisis.

Untuk menjaga keabsahan data, digunakan triangulasi sumber,
membandingkan dan mengecek data dari pemilik, konsumen, dan pengelola

agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya.

7 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alvabeta, 2010). Hal. 36.



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif lapangan (field research) yang menggabungkan data
wawancara dan studi pustaka dengan analisis model interaltif Miles &
Huberman serta uji validitas melalui triangulasi sumber.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Walktu dan lokasi kegiatan penelitian terkait analisis Hukum Ekonomi
Syariah terhadap perbedaan harga dine-in dan tfake-away (studi kasus rumah
makan di Padangsidimpuan). Memasuki semester akhir yaitu semester
delapan. Waktu penelitian dilaksanakan hingga penelitian selesai yang
dimulai pada bulan Juni 2024 sampai bulan Oktober 2025 yang berlokasi di
kota Padangsidimpuan.

C. Sumber data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung
dari sumber pertama.’® Sumber data primer peneliti wawancara
langsung kepada pemilik rumah makan, karyawan rumah makan,
konsumen rumah makan serta pihak-pihak yang akan bersangkutan
dalam rumah makan Pekalongan Padangsidimpuan.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan data yang diambil sebagai data

penunjang primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain

% Nurul Ulfatin, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan
Aplikasinya (Malang: MNC Publising, 2015), Hal. 69.
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mengenai buku-buku keilmuan dan jurnal keilmuan terkait dengan
penelitian ini,®
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat
memperoleh data yang memenuhi standar data yang di temukan, maka
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data
yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau
keterangan-keterangan lisan melalui bercakap cakap dan
berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pemyataan
kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi
data-data yang diperoleh secara terstruktur,”
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari
sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang
berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan
harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.

Metode dokumentasi dengan mencari data mengenai hal-hal berupa

* Bahder Johan Nasution, Metodologi Penelitian mu Hukum (Bandung: CV
Mandar Maju, 2008), Hlm, 47,

" Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)
(Jakarta: GP Press, 2009), Hlm. 27.
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catatan, buku, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya.™
E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan model
interaktif Miles & Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan
verifikasi. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber melalui
wawancara pemilik, konsumen, dan pengelola.”. Ketiga tahapan
tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Reduksi data (data reduction) dalam tahap ini peneliti melakukan
pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan
transformasi data kasar yang telah diperoleh.

b. Penyajian data (data display) peneliti mengembangkan sebuah
deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Display data yang lazim digunakan pada
langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclution Drawing
Verification), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan
dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang
diperoleh dari lapangan.

d. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya
disimpulkan, sehingga makna data ditemukan melalui tahapan

penelitian.

" Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hulaum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), Hlm. 56,
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F. Validitas dan analisis data
Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat diperlukan.
Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber adalah teknik validasi data kualitatif dengan
membandingkan informasi dari berbagai sumber atau perspektif.
Tujuannya untuk memastikan temuan penelitian tidak didasarkan hanya
pada satu sudut pandang, sehingga meningkatkan kredibilitas data.™
Penerapan dalam Studi Layanan Padangsidimpuan. Misalnya,
perbedaan pengalaman pelanggan antara dine-in dan fake-away.
Wawancara dengan pelanggan dine-in pada rumah makan Pekalongan,
rumah makan Soto Virgo, dan rumah makan Angin Berhembus harga
makanan yang di pesan lebih mahal dari pada makanan fake away,
berbeda dengan rumah makan Batunadua Indah harga makanan dine in
lebih murah daripada take away, sedanglkan pada rumah makan Royal
harga makanan dine-in dan {ake-away di patok dengan harga yang
sama.
2. Member Check
Member check adalah teknik pengecekan keabsahan data dengan

mengembalikan temuan atau interpretasi kepada narasumber, guna

"2 Moleong, Lexy 1., Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2017), hlm. 330-331.
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memastikan kesesuaiannya dengan maksud atau pengalaman mereka.”

Penerapan dalam Studi Layanan Padangsidimpuan. Setelah analisis
data, peneliti menyusun kutipan wawancara yaitu, Pelanggan dine-in
merasa layanan lebih personal karena staf melayani langsung di meja,
sedangkan pelanggan fake-away menyebut waktu tunggu yang lebih
lama saat pengemasan.Berikut ringkasan wawancara pada kutipannya,
“Pada saat saya makan di tempat, saya merasa dilayani dengan lebih
cepat dibandingkan saat pesan bungkus.”

Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian disusun sesuai

dengan kebutuhan tujuan penelitian

™ Moleong, Lexy 1., Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2017), him. 330.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perbedaan Harga Dine-in dan Take-away Rumah Makan di
Padangsidimpuan menurut Hukum Ekonomi Syariah
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Rumah Makan di
Padangsidimpuan, yang terletak di Jalan Kenanga No. 97, Wek V (RM
Pekalongan), Jalan Tapian Nauli No. 26, Kota Padangsidimpuan (RM Soto
Virgo), JI. Sudirman, Losung Batu, Padangsidimpuan (RM Angin
Berhembus), J1. Raja Inal Siregar No. 15, Batunadua Jae (RM Batunadua
Indah), dan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara (RM Royal).
Lokasi ini berada di kota Padangsidimpuan, yang merupakan salah satu kota
di Provinsi Sumatera Utara. Kawasan ini mudah diakses melalui berbagai
model transportasi, baik umum maupun pribadi.”™
Tantangan dalam Penerapan Prinsip Keadilan yang mungkin dihadapi
dalam penetapan harga antara lain:

1) Kurangnya transparansi harga, jika perbedaan harga antara dine-in
dan take-away tidak dijelaskan dengan jelas kepada pelanggan,
dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan.

2) Perbedaan porsi makanan, pada sistem prasmanan pelanggan dapat
mengambil porsi makanan sesuai keinginan. Jika harga tetap sama

tanpa mempertimbangkan porsi yang diambil, dianggap tidak adil.

™ Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Profil Kota Padangsidimpuan Tahun 2022, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padangsidimpuan, 2022, him. [0-12.
Tersedia secara daring di: hitps://padangsidimpuankota.go.id (diakses [0 Oktober 2025).
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jika harga ditetapkan berdasarkan jenis makanan yang diambil dan
disepakati bersama, maka prinsip keadilan dapat terpenuhi.
Penetapan harga yang tidak adil dapat menimbulkan ketidakpuasan
dan merusak hubungan antara penjual dan pembeli.” Evaluasi pada Rumah
Makan yang ada di Padangsidimpuan dengan Sistem Dine-In dan Take-
Away, yaitu:
a) Sistem Dine-In
Pada layanan dine-in, pelanggan menikmati makanan di
tempat dengan fasilitas meja, kursi, dan pelayanan lainnya.
Penetapan harga mencakup biaya operasional seperti sewa tempat,
gajl karyawan, dan fasilitas lainnya. Harga yang ditetapkan
mencerminkan biaya-biaya tersebut dan tidak ada unsur penipuan,
maka prinsip tasir dan keadilan dapat dianggap terpenuhi.
b) Sistem Take-Away
Pada layanan fake-away, pelanggan membeli makanan untuk
dibawa pulang. Harga take-away lebih murah dibandingkan dine-in
karena menutupi biaya kemasan dan logistik. Perbedaan harga ini
harus dijelaskan secara transparan kepada pelanggan agar tidak

menimbulkan ketidakadilan atan ketidakpuasan.

™ Anisa Fitri Al Husna, Imam Prawoto, dan Rizal Maulana * dalam artikel "Analisis
Penetapan Harga Jual Beli Makanan pada Sistem Prasmanan Perspektif Prinsip Keadilan Ekonomi
Islam, (2024) hal. 68.
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Pola harga dine-in dan take-away di Rm Padangsidimpuan yaitu:

1. Harga Dine-In

Pada Rm Pekalongan, Rm Soto Virgo dan Rm Angin
Berhembus Umumnya lebih mahal sedangkan pada Rm
Batunadua Indah dine-in lebih murah dan pada Rm Royal Dine-
in dan take-away memiliki harga yang sama. Pelanggan
mendapatkan pelayanan seperti pemesanan makanan, makan di
tempat, fasilitas meja dan kursi, ruangan makan ataupun pondok,

air minum gratis (di beberapa tempat), dan bisa mengambil

nasi/lauk tambahan sesuai kebijakan ramah makan.

. Harga Take-Away

Pada Rm Pekalongan, Rm Soto Virgo dan Rm Angin
Berhembus Umumnya lebih murah sedangkan pada Rm
Batunadua Indah take-away lebih mahal dan pada Rm Royal
Dine-in dan take-away memiliki harga yang sama, biaya
kemasan (plastik, kertas, atau box nasi), biaya pelayanan
tambahan, seperti pengemasan, penyediaan sendok/garpu sekali

pakai, dan plastik pembunglus,

Alasan utama adanya perbedaan harga dapat dilihat dari beberapa

faktor yaitu,’® biaya operasional, fake-away memerlukan tambahan bahan

seperti plastik, box makanan, sendok garpu sekali pakai, dan kantong

"8 Tjiptono, Fandy. Strategi Pemasaran, edisi ke-4 (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), him.

205-207.



pembungkus. Efisiensi waktu dan ruang pelanggan dine-in menggunakan

fasilitas meja, kursi, dan air,

Tabel 1.

Harga dine-in dan take-way pada Rm di Padangsidimpuan

Rumah makan Menu Dine-in Take-away
Pekalongan Nasi Ayam | Rp 20.000 | Rp 15.000
Soto Virgo Nasi Ayam | Rp 20,000 | Rp 17.000

Angin Berhembus Nasi Ayam | Rp 30.000 | Rp 25.000
Batunadua Indah Nasi Ayam | Rp 40.000 | Rp45.000
Royal Nasi Ayam | Rp 20.000 | Rp 20.000

Berdasarkan perbedaan harga dine-in dan take-away pada beberapa
rumah makan di Padangsidimpuan dapat dilihat mayoritas perbedaan harga
dine-in lebih mahal 10-15% daripada harga take-away, hal ini diperoleh dari
hasil wawancara yang mengatakan bahwa biaya operasional makan di
tempat lebih banyak, fasilitas yang dipakai seperti peralatan makan, tempat
duduk dan fasilitas elektronik lain yang memerlukan lebih banyak biaya
seperti pembayaran karyawan, tukang cuci piring, pembayaran listrik dan
lain sebagainya. Perbedaan harga tersebut sesuai dengan konteks hukum
ekonomi Syariah karena adanya trasparansi harga yang di jelaskan biaya apa

saja yang dibayar oleh pelanggan baik secara dine-in maupun take-away.”

116

" M. Syafii, Bank Syariah.: Dari Teori ke Prakiik (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 135-
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B. Akad Transaksi yang Diterapkan dalam Praktik Perbedaan Harga

Perbedaan harga antara layanan fake away dan dine in di rumah
makan dapat dianalisis dari perspektif figih muamalah, khususnya dalam
konteks akad bai' (jual beli) dan ijarah (sewa-menyewa). Dalam akad bai',
transaksi terjadi atas pertukaran barang dengan harga tertentu, sedangkan
akad ijarah melibatkan imbalan atas jasa atau penggunaan manfaat suatu
barang. Ketika sebuah rumah makan menetapkan harga yang berbeda antara
makanan yang dimakan di tempat (dine in) dan yang dibawa pulang (rake
away),” maka ada dua kemungkinan akad yang terlibat. Jika perbedaan
harga semata karena layanan tambahan seperti penggunaan tempat duduk,
pelayanan oleh pelayan, fasilitas pendingin rangan, atau kebersihan
lingkungan makan, maka unsur ijarah dapat dikatakan hadir, sebab
pelanggan membayar tidak hanya untuk makanan tetapi juga untuk jasa atau
manfaat fasilitas yang digunakan selama makan di tempat. Namun, jika
harga makanan berbeda tanpa adanya tambahan manfaat ataun jasa yang
signifikan dalam layanan dine in, maka perbedaan harga ini tetap masuk
dalam ranah akad hai', karena harga ditentukan oleh penjual berdasarkan
kebijakan usaha yang sah secara syariat selama tidak mengandung unsur
gharar (ketidakjelasan), riba, atau dzalim. Oleh karena itu, dalam praktik
rumah makan, perbedaan harga tersebut bisa mencerminkan kombinasi akad
bai' dan ijarah, tergantung pada niat dan struktur layanan yang diberikan.

Kombinasi akad bai' dan ijarah dalam layanan ramah makan terjadi karena

™ Wahbah Zuhayli, Figh Muamalat (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 210-215
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dalam praktiknya, pelanggan tidak hanya melakukan transaksi jual beli
makanan, tetapi juga menikmati layanan atau fasilitas yang disediakan.
Selama perbedaan tersebut transparan, diinformasikan di awal, dan tidak
menimbulkan penipuan atau ketidakjelasan, maka praktik ini diperbolehkan
dalam Islam.

Perbedaan harga antara layanan take away dan dine in di rumah
makan tetap masuk dalam kategori akad bai’ (jual beli). Hal ini karena objek
utama fransaksi adalah makanan, bukan jasa. Meski dalam kasus dine in
terdapat unsur tambahan berupa fasilitas dan layanan, unsur tersebut bersifat
pelengkap dan bukan inti dari transaksi. Oleh karena itu, akad ijarah hanya
hadir sebagai unsur tambahan (sekunder).

Dengan kata lain, pelanggan tetap membeli makanan sebagai
barang utama dan perbedaan harga mencerminkan biaya tambahan atas nilai
tambah layanan. Selama rumah makan menjelaskan secara terbuka bahwa
harga dine in mencakup fasilitas tambahan, maka dari sisi figih muamalah,
transaksi ini sah dan tetap berakar pada akad bai’, dengan ijarah sebagai
bagian dari kebijakan harga.

Dampak terhadap Konsumen dalam Persepsi Perbedaan Harga Dine
in dan Take Away

Dalam praktik usaha rumah makan seperti RM yang beroperasi di
Kota.Padangsidimpuan, penerapan perbedaan harga antara layanan take

away dan dine in memiliki sejumlah implikasi praktis yang perlu
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diperhatikan secara cermat,”” Rumah makan ini dikenal oleh masyarakat
setempat sebagai tempat yang ramai dikunjungi, baik oleh pelanggan lokal
maupun pendatang, Oleh karena itu, kebijakan harga yang diterapkan akan
berdampak langsung terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen.

Jika RM menetapkan harga take away lebih mahal dibanding dine
in, maka harus ada pertimbangan rasional yang mendasarinya. Misalnya,
tambahan biaya kemasan, tenaga kerja tambahan untuk proses pengepakan,
atau standar kebersihan dan keamanan makanan saat dibawa pulang. Jika
tidak dijelaskan secara transparan, kebijakan ini dapat memicu
ketidakpuasan konsumen, terutama mereka yang sering membeli makanan
untuk dibawa pulang atau berasal dari luar kota dan tidak memiliki waktu
untuk makan di tempat.

Sebaliknya, jika harga dine in lebih mahal, RM harus memastikan
bahwa pelanggan yang makan di tempat benar-benar merasakan manfaat
dari layanan tambahan, seperti kenyamanan tempat, pelayanan cepat,
kebersihan, serta suasana makan yang baik. Ketimpangan antara harga dan
layanan dapat menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi daya tarik
rumah makan di tengah persaingan usaha kuoliner di Kota Padangsidimpuan.
Rekomendasi bagi Pelaku Usaha RM di Kota Padangsidimpuan:®
l. Transparansi harga, tampilkan daftar harga secara jelas, termasuk

perbedaan antara take away dan dine in, agar konsumen memahami

™ Kotler, Philip dan Gary Armstrong, Principles of Marketing, 17th Edition (Pearson,
2017), hlm, 120-125;

f0 Kotler, Philip dan Gary Armstrong, Principles of Marketing, 17th Edition (Pearson,
2017), hlm. 130-135.
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sejak awal dan tidak merasa tertipu.

Justifikasi perbedaan, diberikan penjelasan yang masuk akal terkait
selisih harga, misalnya tambahan biaya untuk kemasan berkualitas,
plastik ramah lingkungan, atau jasa pengemasan yang higienis.
Tingkatkan pelayanan, menerapkan harga dine in yang lebih tinggi,
dipastikan layanan yang diberikan sebanding misalnya, tempat duduk
nyaman, kebersthan optimal, dan pelayanan pelanggan yang ramah.
Sosialisasi dan eduokasi memanfaatkan media sosial dan spanduk di
tempat usaha untuk mengedukasi konsumen mengenai kebijakan harga
dan alasan rasional di baliknya.®

Evaluasi dan survei konsumen, melakukan evaluasi berkala melalui
survei kepuasan pelanggan guna mengetahui tanggapan mereka
terhadap perbedaan harga, dan jadikan masukan tersebut sebagai dasar
penyesuaian kebijakan.

Perbedaan harga antara dine in yang lebih mahal dibandingkan

take away yang lebih murah di mumah makan Padangsidimpuan dapat

menimbulkan berbagai dampak terhadap konsumen. Konsumen di kota ini,

yang umumnya sensitif terhadap perubahan harga dan terbiasa dengan

sistem harga yang seragam, cenderung merespons negafif jika tidak

diberikan penjelasan yang jelas terkait selisih harga tersebut. Banyak

pelanggan, terutama yang terbiasa membeli makanan untuk dibawa pulang

8 Tjiptono, Fandy. Strategi Pemasaran, edisi ke-4 (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), him.

290-295,
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seperti pegawai, mahasiswa, dan ibu rumah tangga, bisa merasa dirugikan
dan diperlakukan tidak adil. Hal ini berisiko menurunkan tingkat kepuasan
dan loyalitas mereka terhadap rumah makan tersebut. Selain itu, tanpa
adanya informasi yang transparan, konsumen bisa menganggap bahwa
rumah makan hanya ingin mengambil keuntungan lebih, yang dapat
merusak reputasi usaha tersebut. Di sisi lain, jika pengelola rumah makan
mampu menjelaskan bahwa harga fake away lebih mahal karena alasan
tertentu, seperti biaya kemasan atau dukungan terhadap pengurangan
limbah plastik, sebagian konsumen mungkin bisa menerima perbedaan ini.
Namun secara umum, di konteks sosial dan budaya masyarakat
Padangsidimpuan, perbedaan harga in1 cenderung memicu persepsi negatif
dan sebaiknya dikelola dengan pendekatan komunikasi yang baik dan
terbuka kepada pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen rumah
makan di Kota Padangsidimpuan,* pada rumah makan Pekalongan, rumah
makan Soto Virgo dan rumah makan Angin Berhembus pelanggan mengaku
lebih senang memesan take-away dari pada dine-in karena bisa dimakan di
rumah sambil bersantai tanpa harus melihat keramaian dalam ramah makan
sehingga mereka juga merasa lebih puas karena harga yang ditawarkan juga
lebih murah, berbeda dengan pelanggan rumah makan Batunadua Indah

mereka menyatakan bahwa perbedaan harga antara makan di tempat (dine

'2 Hasil wawancara dengan Ibu Afna sclaku konsumen di Rumah Makan Kota
Padangsidimpuan, Rabu 7 Mei 2025.
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in) yang lebih murah dibanding dibungkus (take away) cukup mengejutkan
dan menimbulkan rasa kurang nyaman. Seorang pegawai swasta bernama
Ibu Afna mengaku merasa keberatan ketika mengetahui bahwa harga
makanan yang dibawa pulang lebih mahal, padahal menurutnya pelayanan
yang diterima justru lebih sedikit.®® Hal senada juga disampaikan oleh
Mahmul, seorang mahasiswa, yang mengatakan bahwa perbedaan harga
tersebut membuatnya merasa seperti "dihukum" hanya karena memilih
tidak makan di tempat.* Beberapa konsumen juga mengaku kecewa karena
tidak ada penjelasan tertulis di rumah makan mengenai alasan perbedaan
harga tersebut, sehingga muncul anggapan bahwa pihak rumah makan
hanya ingin mencari untung lebih. Namun, ada juga sebagian pelanggan
yang dapat memahami jika selisih harga itu disebabkan oleh biaya tambahan
seperti kemasan atau plastik, asalkan disampaikan secara transparan. Secara
umum, para responden berharap agar rumah makan memberikan penjelasan
yang jelas dan adil kepada konsumen agar tidak menimbulkan kekecewaan
dan tetap menjaga kepercayaan pelanggan, khususnya di kota kecil seperti
Padangsidimpuan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan dan

kejujuran dalam berbisnis.

"3 Hasil wawancara dengan Ibu Afna selaku konsumen di Rumah Makan Kota
Padangsidimpuan, Rabu 7 Mei 2025,

M Hasil wawancara dengan saudara Mahmul selaku konsumen di Rumah Makan Kota
Padangsidimpuan, Rabu 7 Mei 2025.
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BABV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

1. Perbedaan harga dine-in dan take-away pada beberapa rumah makan di
Padangsidimpuan dapat dilihat mayoritas perbedaan harga dine-in lebih
mahal 10-15% daripada harga take-away. Perbedaan harga tersebut
sesuai dengan konteks hukum ekonomi Syariah karena adanya
trasparansi harga yang dijelaskan biaya apa saja yang dibayar oleh
pelanggan baik secara dine-in maupun take-away

2. Pelanggan tetap membeli makanan sebagai barang utama dan perbedaan
harga mencerminkan biaya tambahan atas nilai tambah layanan. rumah
makan menjelaskan secara terbuka bahwa harga dine in mencakup
fasilitas tambahan, maka dari sisi figih muamalah, transaksi ini sah dan
tetap berakar pada akad bai’, dengan ijarah sebagai bagian dari biaya
fasilitas rumah makan,

3. Penerapan perbedaan harga antara layanan fake-away dan dine-in di
rumah makan di Kota Padangsidimpuan menimbulkan berbagai reaksi
dari konsumen. Jika tidak disertai penjelasan yang transparan dan
rasional, kebijakan ini berisiko menurunkan kepuasan dan loyalitas
pelanggan.

B. SARAN
1. Bagi para pengusaha, khususnya pelaku usaha kuliner, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami
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dampak dari kebijakan perbedaan harga antara layanan take away dan
dine in. Penting bagi pelaku usaha rumah makan di Kota
Padangsidimpuan untuk menerapkan prinsip keadilan dan transparansi
dalam menetapkan harga, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau
rasa ketidakadilan di kalangan konsumen. Disarankan agar rumah
makan mencantumkan informasi harga secara jelas dan memberikan
penjelasan rasional mengenai selisih harga, seperti tambahan biaya
kemasan atau layanan.

. Bagi pemerintah, diharapkan melakukan sosialisasi tentang
perkembangan kuliner yang ada dan membahas tentang standar harga
yang sesuai dengan Syariah agar pelaku usaha dan konsumen merasakan
kepuasan masing-masing dalam bertransaksi baik dalam lingkup kuliner
maupun yang lainnya

. Bagi para akademisi selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian
ini dengan melihat aspek perilaku konsumen secara lebih mendalam
atau mengkaji praktik serupa di daerah lain sebagai perbandingan.
Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam
merumuskan strategi harga yang tidak hanya menguntungkan pelaku
usaha, tetapi juga tetap berpihak pada kepuasan dan kepercayaan

konsumen.
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PERTANYAAN WAWANCARA

. Dalam transaksi dine-in dan take away ini, menurut anda akad apa yang
terjadi? Apakah akad nya sama atau berbeda? Jelaskan alasannya?

. Apakah perbedaan harga otomatis menjadikan akadnya berbeda menurut
figih muamalah? Bisa saudara jelaskan hubungan antara akad, harga dan
objek akad?

. Dalam HES, apakah dibolehkan satu barang memiliki dua harga berbeda?
Apa syaratnya jika boleh?

. Apakah perbedaan harga dine-in dan take away ini termasuk ikhtilaf yang
sah atau bentuk ketidakadilan? Jelaskan dengan dalil dan kaidah figh?

. Bagaimana jika konsumen tidak diberi informasi yang jelastentang
peredaan harga tersebut, apa implikasinya menurut hukum muamalah?

. Apakah ridho konsumen benar — benar terwujud?

. Apakah alas an rumah makan menaikkan harga dine-in dapat dibenarkan
sesual Syariah?

. Jika harga dine-in lebih mahal karena fasilitas dan layanan, apakah fasilitas
tersebut termasuk bagian dari objek akad atau manfaat tambahan?

Konsekuensinya apa terhadap keabsahan akad?



LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara deogan pemilik ramah makan
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Gambar 4. Wawancara dengan pelanggan rumah makan



Gambar. Bukti pcmbayaran makan di tempat
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Gambar. Bukti pcmbayaran makanan di bunglcus
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